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PUTUSAN
Nomor [P dt.G/2020/PA Mto.
S\ G\ Y >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
I v 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, alamat RT 10, RW
03, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo llir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
Melawan
I o 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat RT 06, RW 02,
Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muara Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan
register perkara Nomor [JJll/Pdt.G/2020/PA.Mto. tanggal 21 Juli 2020 telah
mengajukan gugatan sebagai berikut;
1. Bahwa, Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat,
Tanggal 16 Oktober 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA), Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: | | |l ], tertanggal 12
Oktober 2015;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga dirumah orang tua Penggugat beralamat di Desa Betung Bedarah
Barat, Kecamatan Tebo llir, selama 2 hari lalu pindah kerumah orang tua
Tergugat di Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, selama 4
bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang beralamat RT 06, RW 02,
Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, selama sekitar 2 tahun
dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

o [ berumur 4 tahun

(bersama dengan Penggugat);

b. . berumur 4 tahun

(bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni
2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat malas bekerja dan tidak ada rasa tanggungjawab pada
Penggugat;

b. Tergugat sering marah tidak jelas pada Penggugat;

C. Tergugat menggunakan Narkoba dan diketahui oleh keluarga;

6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat pada bulan Desember 2019, pada saat itu Tergugat dan
Penggugat bertengkar masalah Tergugat yang tidak mempunyai rasa
tanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anak kemudian terjadi mediasi
antar kedua belah pihak keluarga dan hasilnya Penggugat tidak ingin lagi
bersama Tergugat karena Penggugat telah kecewa dengan perilaku
Tergugat yang jarang memberikan nafkah ekonomi pada Penggugat dan
anak. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
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tinggal sekitar 7 bulan dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban

sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian,

Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat

pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah

tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut
berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor [JJ/Pdt.G/2020/PA.Mto.
tanggal 22 Juli 2020 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan
pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
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1.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: || | | | Bl tanggal 12 Oktober

2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo llir,

Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata

sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor

I oo dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 14-06-2012, yang telah

dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua

majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. I ' 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di RT.011/03, Desa Betung Bedarah, Kecamatan
Tebo llir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah
kandung Penggugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang
menikah sekitar tahun 2015;

———————— Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan
Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan
nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering marah tidak
jelas kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2019;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. . . 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
pendidikan S1, bertempat tinggal di RT.010, Desa Betung Bedarah,

Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

---------- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai

paman Penggugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang

menikah sekitar tahun 2015;

-------- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan

Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan
nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering marah tidak
jelas kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2019;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan = Nomor
Il ~dt.G/2020/PA.Mto., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak
datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai
dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan
pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,
karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga
telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut
ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian
dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
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50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian
dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu
memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang
terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih
meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang
dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat
tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sehingga telah berpisah sejak Desember 2019, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta
yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat sering bertengkar, sehingga telah berpisah sejak Desember 2019,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tidak jelas pada
Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2019;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan
yang sabh;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang
sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan
selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan
Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena
berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian
setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2,
Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah

sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21,

¥ &8 £ & 3£ £ JE s
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artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah
membuktikan daliinya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan
dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,
Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga
keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta
mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi
rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk
mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil

syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu

sampai dimudarati (dicelakai);
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Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar’i yang lain,
berupa kaedah fighiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

logaz| CL,L Lo lagalacl o9, Olawan ol

51

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.
Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi

pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-

Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

awlialld 6390 Vg drxo login 3295 o) 0L calizl ple
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Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara
keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum
yang telah Majelis kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak
melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarakan hal-hal tersebut diatas, maka majelis
hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1)
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya
perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-
masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan
Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
maka quod est ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([ EGccNNGNGNGNGNGNGEG
I t<hadap Penggugat (N

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami M. Rifai,
S.H.l.,,M.H.l. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Leni Setriani, S.Sy. dan
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Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dibantu oleh Widarli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.l.,M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Widarli, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Perkara

3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-

Relaas

5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai :  Rp. 6.000,-

JUMLAH :  Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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